
 
 

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  

NOMOR  124 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 

ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang 
sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; 

b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 
2010 tentang Pedoman Akuntansi pada Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sumedang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan hukum, maka perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Akuntansi pada Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sumedang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2014 Nomor 9); 



10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola 
Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 
Nomor 10); 

11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan 
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009 Nomor 47); 

12. Peraturan  Bupati  Nomor 67 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Instalasi, Satuan Pengawasan Internal, dan 

Komite pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2014 Nomor 67); 

13. Peraturan  Bupati  Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian 
Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2015 Nomor 32); 

14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pola Tata 

Kelola Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf Medis 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang 
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 

43); 

15. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 100); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PADA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. 

   

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah  Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sumedang. 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

5. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sumedang. 



7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit 

Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 
dan produktivitas. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah, yang 
selanjutnya disebut SABLUD adalah serangkaian prosedur 
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai 
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah. 

10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas 
dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

11. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan 
dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 

12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 

14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

15. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang 
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, 
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu. 



17. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan 
informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode 

tertentu. 

18. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan 
informasi arus masuk dan keluar kas selama periode 

tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan 

non anggaran. 

19. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang 
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian 
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan 

penyajian laporan keuangan pemerintah. 

20. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

21. Dekonsentransi adalah pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 

22. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan 

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

23. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang 

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan Dekonsentransi, tidak termasuk dana 

yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 

24. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
Tugas Pembantuan. 

 

 

BAB II 
PEDOMAN AKUNTANSI BLUD RSUD 

 

Pasal 2 
 

(1) Untuk memberikan jaminan adanya pemberian informasi 
dan pelaporan yang handal sebagai pemenuhan azas 
akuntabilitas dan responbilitas dibentuk pedoman 

akuntansi BLUD RSUD. 

(2) Pedoman akuntansi BLUD RSUD merupakan acuan dan 
memberikan arah dalam melakukan pencatatan, 

pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang disajikan 
secara lazim dalam laporan keuangan dalam periode 

tertentu. 



(3) Proses dan metode penyelenggaraan akuntansi 
dilaksanakan secara sistematis, efisien dan efektif. 

BAB III 
SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

 

Pasal 3 
 

Pedoman Akuntansi BLUD RSUD disusun dalam 2 (dua) buku 
yaitu: 

a. Buku I Akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan, dengan sistematika penyusunan 
sebagai berikut: 

Bab I Kebijakan Akuntansi  

Bab II Kode  Akun 

Bab III Pembukuan 

Bab IV Prosedur 

Bab V Laporan Manajemen 

Bab VI Penutup 
 

 

b. Buku II Akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintah, dengan sistematika penyusunan 

sebagai berikut: 

Bab I Kebijakan Akuntansi 

Bab II Kode Akun 

Bab III Pembukuan 

Bab IV Prosedur 

Bab V Penutup 
 

 

 
Pasal 4 

 

Isi uraian pedoman akuntansi BLUD RSUD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I dan 
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  
 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pedoman Akuntansi 
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2010 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 



 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 
Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 31 Desember 2015 
 

WAKIL BUPATI SUMEDANG, 

 
 

ttd 
 
 

EKA SETIAWAN 
 

 

 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 31 Desember 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

 
ttd 

 

 
ZAENAL ALIMIN 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2015  NOMOR  124 

 
 


